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ABSTRACT 

This research is based on the problems experienced by the service staff of the Automated 

Dukcapil Machine in providing services to the people of Musi Banyuasin Regency who have 

difficulty in processing population documents such as Family Cards, KTP-el, Child Identity 

Cards, Birth Certificates, Death Certificates and others. So that the Musi Banyuasin 

Regency Population and Civil Registration Office adopted an innovation from the Ministry 

of Home Affairs in the form of an Automated Dukcapil Machine which is shaped like an ATM 

machine to make it easier for people to take care of documents independently and assisted 

by service staff. This study uses the Service Quality Theory by Zeithaml, Parasuraman, and 

Berry (1988:26) with five indicators, namely: Tangibles (Physical Evidence), Reliability, 

Responsiveness, Assurance and Empathy. This research uses descriptive qualitative methods 

with data collection techniques in the form of documentation, observation and in-depth 

interviews. The results of this study indicate that the physical evidence of services with ADM 

machines in the form of buildings, facilities and infrastructure is available at the location. 

Furthermore, the reliability of service staff with fast and timely service. In terms of 

responsiveness of service staff in overcoming problems faced by users. The guarantee 

offered by providing trust and comfort. Empathically in the form of attention and care 

applied by service staff to meet the needs and interests of users. 

Keywords: Service Quality, Automated Dukcapil Machine, Service Staff 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dialami oleh staf pelayanan Mesin 

Anjungan Dukcapil Mandiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten 

Musi Banyuasin yang kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu 

Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan lainnya. 

Sehingga kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 

mengadopsi inovasi dari Kementerian Dalam Negeri berupa mesin Anjungan Dukcapil 

Mandiri yang berbentuk seperti mesin ATM untuk mempermudah masyarakat mengurus 

dokumen secara mandiri dan dibantu oleh staf pelayanan. Penelitian ini menggunakan Teori 

Kualitas Pelayanan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1988:26) dengan lima indikator 

yaitu: Tangibles (Bukti Fisik), Reliability (Keandalan), Responsiveness (Responsif), 

Assurance (Pemenuhan Janji) dan Empathy (Empati). Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi dan 

wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bukti fisik dari pelayanan 

dengan mesin ADM baik berupa gedung, sarana dan prasarana tersedia pada lokasi. 

Selanjutnya keandalan staf pelayanan dengan adanya pelayanan yang cepat dan tepat waktu. 

Dari segi responsif daya tanggap staf pelayanan dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapi pengguna. Jaminan yang ditawarkan dengan memberikan kepercayaan dan 

kenyamanan. Secara empati berupa perhatian dan kepedulian diterapkan oleh staf pelayanan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pengguna. 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri, Staf Pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suistainable Development Goals atau disingkat SDGs atau Global Goals 

dalam Bahasa Indonesia Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah 17 tujuan 

global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat waktu yang telah ditentukan 

oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan 

kemakmuran manusia serta planet bumi sekarang dan masa depan. Tujuan ini 

dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB 

yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama 

hingga tahun 2030. 

SDGs ini pada dasarnya merupakan program lanjutan dari Millenium 

Development (MDGs) yang sudah berakhir di tahun 2015 dengan target 

utamanya yaitu mencapai kesehjateraan dan pembangunan masyarakat. Namun 

dari pada itu semenjak berakhirnya Millenium Development (MDGs), untuk 

melanjutkan pembangunan di resmikan lah sebuah deklarasi Suistainable 

Developmen Goals (SDGs) Melalui sidang yang di sepakati pada bulan 

September 2015 terdapat 17 tujuan pembangunan global dengan 169 target dan 

menggunakan 241 indikator (Yuni Mogot, 2021:3) 

 

Kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang 

ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi 

Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak 

akhir 2015. Berikut adalah 17 tujuan SDGs (sdgs.bappebas.go.id) : 

1. Tanpa kemiskinan 

2. Tanpa kelaparan 

3. Kehidupan sehat dan sejahtera 

4. Pendidikan berkualitas 

1 



2 
 

 
 

5. Kesetaraan gender 

6. Air bersih dan sanitasi layak 

7. Energi bersih dan terjangkau 

8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 

9. Industri, inovasi, dan infrastruktur 

10. Berkurangnya kesenjangan 

11. Kota dan komunitas berkelanjutan 

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 

13. Penanganan perubahan iklim 

14. Ekosistem laut 

15. Ekosistem daratan 

16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh 

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan 

Karena tujuannya luas dan saling bergantung, resolusi PBB pada 6 Juli 

2017 membuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi lebih dapat 

ditindaklanjuti. 17 tujuan ini dibuatkan target spesifik untuk masing-masing 

tujuannya. Dibuat juga indikator yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kemajuan 

menuju targetnya. Setiap target rata-rata memiliki 8-12 indikator. Ada beberapa 

alat yang disediakan untuk memantau dan memvisualisasikan kemajuan dalam 

proses menuju tujuan. Salah satu alat tersebut adalah publikasi online SDG 

Tracker, yang diluncurkan pada Juni 2018, yang menyajikan data yang tersedia 

di semua indikator. 

Salah satu isi dari 17 tujuan SDGs adalah pada point ke 9 yaitu Industri, 

inovasi, dan infrastruktur yang berisi pada tahun 2030 meningkatkan mutu 
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infrastruktur dan menambah komponen pada industri agar dapat berkelanjutan, 

dengan ditambahkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengadopsi 

teknologi bersih dan ramah lingkungan dan proses industrial, dimana semua 

negara melakukan aksi dengan disesuaikan terhadap kemampuan masing-

masing. Sehingga dalam mencapai tujuan ini setiap negara diharapkan dapat 

mengatur sesuai dengan kebijakannya masing-masing. SDGs ini tidak serta 

merta berdiri sendiri. Namun terdapat kesepakatan-kesepakatan lain yang dan 

dapat menjadi penopang bagi kebijakan. 

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development 

Goals yang menjadi salah satu komitmen Indonesia dalam agenda internasional 

berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi. Staf Ahli Menteri 

PPN/Kepala Bappenas bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan yang juga 

Kepala Sekretariat Nasional SDGs Amalia Adininggar Widyasanti dalam 

wawancara yang dilakukan oleh Media Indonesia mengatakan: 

Keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku 

kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, 

akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media. Peran strategis 

pemerintah daerah dalam pencapaian SDGs sangat penting untuk memastikan 

implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat 

lokal, pada acara dalam Lokakarya Kajian Kapasitas Yurisdiksi Sub-Nasional 

dalam Pencapaian SDGs.” (Wawancara Media Indonesia, 3 Mei 2019) 

 

Berdasarkan SDGs tersebut pemerintah mengamanahkan pemerintah 

daerah untuk menyusun rencana salah satu keterlibatan daerah adalah dalam 

penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs oleh gubernur yang 

melibatkan walikota dan bupati sesuai amanah Peraturan Presiden (PERPRES) 

Nomor 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). 
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Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 mengatur tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Berikut adalah beberapa poin penting dari peraturan ini dan Perpres 

Nomor 59 Tahun 2017 mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017: 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk: 

1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara 

berkesinambungan. 

2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. 

3. Menjaga kualitas lingkungan hidup. 

4. Mewujudkan pembangunan yang inklusif. 

5. Meningkatkan tata kelola yang menjaga peningkatan kualitas kehidupan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Perpres ini mengatur tentang: 

1. Susunan Tim Koordinasi Nasional dan tugas setiap pihak. 

2. Keterlibatan unsur-unsur selain pemerintah dalam keanggotaan Tim 

Pelaksana dan Kelompok Kerja. 

3. Dokumen yang harus dihasilkan untuk mengukur pencapaian SDGs, 

termasuk Peta Jalan dan Rencana Aksi baik Nasional maupun Daerah. 

4. Pelaporan serta pendanaan untuk SDGs. 

 

Good Governance memiliki kaitan dengan SDGs sehingga Rencana Aksi 

Daerah (RAD) SDGs bisa terwujud. Dengan adanya Good Governance yang 

secara umum memiliki arti ”Pemerintah yang baik”. Dengan adanya 

pemerintahan yang baik mampu mewujudkan hal-hal yang akan dicapai 

pemerintah 

Menurut (World Bank, 1989) Wold Bank sebagai pencetus konsep ini 

mengartikan bahwa Good Governance merupakan proses pengambilan 

pencapaian keputusan. Sebagai sebuah kesepakatan yang dicapai oleh 

pemerintah, warga negara dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintah 

dalam suatu negara. dalam Ubadillah, Ermadiani (2021:2) ada beberapa prinsip 

Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme) 

1997 yaitu: 

1. Partisipasi 

2. Kepastian Hukum 

3. Transparansi 

4. Tanggung Jawab 

5. Berorientasi Kepada Kesepakatan 

6. Keadilan 

7. Efektivitas Dan Efesiensi 

8. Akuntabilitas 

9. Visi strategi. 
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Prinsip tesebut tentunya menjadi landasan bagi Indonesia dalam 

menjalankan roda pemerintahan. Akuntabilitas, efesiensi dan efektivitas 

pemerintah sangat dibutuhkan pada era sekarang sehingga dari pengembangan 

tersebut muncul sebuah konsep E-Government yang memiliki definisi yaitu 

kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik baik ditingkat 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang melibatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalisasi proses pelayangan 

publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dengan adanya Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Tentang Pengembangan E-Government 

berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi infomasi dan 

komunikasi dalam meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, 

antara pemerintah, pelaku bisnis dan hubungan antara instansi pemerintah yang 

satu dengan instansi pemerintah yang lainnya. Dari tiga model E-Government 

tersebut dipilih satu E-Government yang berhubungan dengan pemerintah dan 

instansi pemerintah. Sehingga hal tersebut dapat didefinisikan sebagai E-

Government merupakan sistem manajemen informasi dan layangan kepada 

pegawai di sektor pemerintah dalam melihat kinerja yang dilakukan di berbagai 

institusi, lembaga maupun kementerian. 

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang efisien, transparan serta 

akuntabel untuk pelayangan publik pada saat ini yang serba modern teknologi 

perkembangan pesat sesuai tuntutan zaman, sehingga pemerintah berupaya 

untuk beradaptasi di situasi sekarang, karena jika tidak maka akan banyak 

ketertinggalan teknologi yang pada akhirnya mengalami keterlambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan dilingkup pemerintah, sehingga Pada tahun 2018, lahirlah 
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sebuah Peraturan Presiden dengan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memiliki arti yaitu 

penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam memberikan pelayangan kepada setiap pengguna elektronik, 

masyarakat, pegawai maupun antar instansi pemerintah yang memiliki tujuan 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kualitas 

pelayangan publik serta kinerja pegawai dalam menyelenggarakan proses 

administrasi pemerintahan. 

Berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 pada BAB 

III tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah yang terbagi 

menjadi permasalahan internal dan eksternal isu-isu strategis OPD tersebut 

adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam 

perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa 

datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. 

Dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan dalam jangka panjang suatu isu strategis bagi organisasi 

perangkat daerah diperoleh dari: Analisis internal, berupa identifikasi 

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang 

menciptkan peluang dan ancaman bagi organisasi perangkat daerah dimasa lima 

tahun mendatang. 
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Permasalahan internal yang ditemukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin adalah permasalahan kinerja 

pelayanan yang belum mencapai target yaitu: 

1. Untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih yaitu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, pada Perangkat Daerah Dinas 

Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Musi Banyuasin saat ini 

diperlukan peningkatan kepuasan Masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang merupakan 

indikator dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022. 

Untuk melaksanakan hal tersebut perlu dilakukan kerjasama dengan pihak 

Independen (Akademisi). 

2. Masih rendahnya capaian target presentase jumlah kepemilikan ber KTP 

elektronik terhadap wajib KTP pada Tahun 2016 sebesar 76,2 persen 

dengan perhitungan jumlah kepemilikan wajib KTP sebesar 331.706 jiwa 

dibandingkan dengan jumlah penduduk usia > 17 Tahun atau telah 

menikah sebesar 435.463 jiwa. Besaran tersebut masih jauh dibandingkan 

dengan target Nasional yaitu sebesar 100 persen. Penyebab rendahnya 

pencapaian tersebut antara lain masih banyak yang belum mengurus 

pembuatan KTP baik penduduk yang baru menginjak diatas >17 Tahun 

dan disebabkan adanya keterlambatan pengadaan blanko KTP-el dari 

pusat 

3. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang. Dari aspek 

kualitas, jenis dan kuantitas tenaga di bidang pelayanan admnistrasi 
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kependudukan dan catatan sipil masih sangat kurang bila dibandingkan 

dengan standar tenaga yang seharusnya bila dihitung berdasarkan jumlah 

penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas berupa peralatan teknologi 

informasi dan sarana pendukung lainnya yang ada. Dengan kebutuhan 

masyarakat yang ingin secara cepat diberikan pelayanan pembuatan 

dokumen kependudukan, bila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga 

pelayanan administrasi kependudukan maka akan mempunyai image 

kurang baik khususnya untuk peningkatan kualitas pembuatan dokumen 

kependudukan. Dengan faktor pendidikan formal dan non formal 

dirasakan kurang, sehingga diperlukan untuk ditingkatkan sesuai dengan 

jenjang dan profesi yang dimiliki. 

4. Masih rendahnya cakupan penerbitan Akta Catatan Sipil, Rendahnya 

minat penduduk non Muslim yang melaporkan perkawinannya kali ini 

dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya 

dokumen akta perkawinan sebagai persyaratan untuk pembuatan akta 

kelahiran, dan juga masih banyak penduduk non Muslim yang belum 

mengetahui prosedur dan persyaratan untuk pembuatan Akta Perkawinan. 

Begitu juga dengan minat penduduk untuk mengurus Akta Kematian 

dikarenakan masih kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya 

dokumen tersebut, padahal dengan tidak diurusnya akta kematian 

seseorang artinya penduduk yang meninggal tersebut tidak dilaporkan, 

akan berakibat data penduduk tersebut selalu hidup di Database 

kependudukan dan selanjutnya mengakibatkan data kependudukan 

menjadi tidak akurat. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum 
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memiliki akta kelahiran dikarenakan oleh beberapa faktor, fakta empiris 

menunjukkan masih banyak penduduk semua umur yang belum memiliki 

akta kelahiran. Sedangkan untuk penduduk atau anak usia antara 0-18 

Tahun posisi sampai dengan Desember 2016 adalah jumlah kepemilikan 

Akta Kelahiran anak usia 0 - 18 tahun sebanyak 173.607 Orang dibanding 

dengan Jumlah penduduk atau anak usia antara 0-18 tahun sebanyak 

213.797 Orang, dikali 100 persen adalah 81,20 persen. 

5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan Administrasi 

Kependudukan. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai 

merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program 

dibidang kependudukan. Peningkatan dan pemeliharaan peralatan 

Software berikut sarana pendukungnya masih minim, sudah banyak yang 

rusak dan perlu diganti dengan yang baru, sementara database 

kependudukan memerlukan pemutakhiran data tiap tahunnya. Begitu juga 

peralatan untuk perekaman KTP Elektronik yang ada sekarang ini sudah 

banyak yang perlu diganti. Agar Pelayanan Publik Administrasi 

Kependudukan dapat diberikan secara maksimal maka hal ini erat 

kaitannya didukung dengan peralatan Tekhnologi yang diperbaharui dan 

juga dilakukan penambahan sarana berupa gedung Loket Pelayanan dan 

Gedung Arsip Dokumen Akta Catatan Sipil yang memenuhi standar 

Permasalahan eksternal 

1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya 

Administrasi Kependudukan serta dalam pengurusan dokumen 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen 

kependudukan disebabkan masyarakat masih banyak yang belum 

mengetahui informasi dan prosedur yang jelas tentang administrasi 

kependudukan dan manfaatnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain tidak diperoleh 

informasi kependudukan dalam bentuk brosur, pamplet ataupun informasi 

melalui elektronik seperti radio, media massa yang memuat kebijakan dan 

peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Disisi lain masih banyak juga masyarakat yang belum 

melaporkan perubahan data kependudukannya untuk dilakukan 

pemutakhiran data. Kondisi ini ditemukan dalam kasus untuk kepentingan 

tertentu seperti mencari pekerjaan, melanjutkan sekolah, ataupun 

pemutakhiran data pemilu. 

3. Alokasi anggaran tidak mencukupi biaya kebutuhan. Dengan perubahan 

nomenklatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 

terdapat perubahan tugas bidang yang baru yaitu Bidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan yang terdiri dari tiga (3) Seksi yaitu Seksi 

Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan 

Seksi Inovasi Pelayanan. Hal ini berdampak pada penambahan program 

dan kegiatan yang memerlukan alokasi anggaran, dan Mulai tahun 2017 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 
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wajib melaksanakan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diawali 

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 471.13-112 

DUKCAPIL Tahun 2017 Tentang penetapan Kabupaten/Kota sebagai 

pelaksana penerbitan Kartu Identitas Anak Tahun 2017 dimana Kabupaten 

Musi Banyuasin termasuk Kabupaten yang wajib melaksanakan 

Penerbitan KIA. Tujuan pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak 

(KIA) adalah meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan 

publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan 

konsitusional warga Negara. Untuk melaksanakan penerbitan Kartu 

Identitas Anak (KIA) tersebut maka pada Tahun tahun mendatang perlu 

dilakukan pengalokasian anggaran. 

4. Masih belum cukupnya blanko KTP- elektronik yang diadakan oleh 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal ini 

berdampak pada pelayanan pembuatan KTP elektronik bagi penduduk 

yang sudah melakukan perekaman terhambat pencetakannya dikarenakan 

blanko dan tinta ribbon habis dan distribusi dari pusat belum datang. 

5. Belum ada kesamaan pandang antara Organisasi Perangkat Daerah dalam 

pemanfaatan data kependudukan Masih belum layaknya jaringan 

komunikasi dalam unsur layanan administrasi kependudukan 

6. Sering terjadi gangguan aplikasi maupun Data Center, sehingga 

mengganggu pelayanan administrasi kependudukan. 

7. Luas cakupan yang belum sesuai dengan tempat layanan masyarakat dan 

jarak dari pemukiman ke titik layanan cukup jauh.  
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8. Perlunya pemanfaatan teknologi Informasi, Kurangnya Infrastruktur 

Sistem Informasi dalam Melakukan pelayanan Administrasi 

Kependudukan diperlukan peningkatan dan pengembangan Sistem 

Informasi yang terintegrasi sehingga tercapainya akurasi data, hal ini 

seiring dengan kompleksnya masalah Administrasi Kependudukan, 

diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah bagi peningkatan 

Infrastruktur Sistem Informasi dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi. 

9. Belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang 

disesuaikan dengan peraturan perundangan yang terbaru. 

Ketika menjalankan roda pemerintahan birokrasi tentunya setiap instansi 

pemerintahan diharapkan mampu melihat kinerja pegawai dalam bekerja, tidak 

terkecuali pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi 

Banyuasin. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi 

Banyuasin memiliki inovasi pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin mengadopsi sebuah inovasi dari 

Kementerian Dalam Negeri Bidang Pecatatan Sipil yaitu Mesin Anjungan 

Dukcapil Mandiri. Penerapan inovasi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga staf pelayanan dituntut untuk 

menguasai teknologi informasi. 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri merupakan alat pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi 

Banyuasin untuk memberikan pelayanan berbasis teknologi. Mesin ADM 

merupakan mesin pencetak dokumen kependudukan yang terintegrasi oleh 

sistem database kependudukan pusat untuk mewujudkan Single Indentity 
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Number (SIN) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

Inovasi ini dibuat sebagai satu rangkaian proses digitalisasi administrasi 

kependudukan yang diawali dengan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE). 

Inovasi ini telah diresmikan dan berlaku secara nasional sejak tahun 2019 yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang 

Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri hanya terdapat pada lokasi tertentu 

salah satunya adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Musi Banyuasin. Namun Disdukcapil Muba mengeluarkan inovasi pelayanan 

yaitu layanan online SIP OKE Muba (Sistem Informasi Pelayanan Online 

Kependudukan Musi Banyuasin) untuk melayani masyarakat dalam jarak jauh. 

Dalam menerapkan semua layanan ini tidak terlepas dengan adanya staf 

pelayanan yang bertugas untuk melayani masyarakat. Sebelum adanya inovasi 

mesin ADM staf pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Musi Banyuasin masih menerapkan pelayanan tradisional seperti 

datang langsung ke kantor dan mengantri. Namun perubahan kerja yang semula 

tradisional menjadi digital tersebut menjadikan setiap staf pelayanan 

membutuhkan waktu untuk bisa memahami sehingga menjadi tuntutan mereka 

untuk beradaptasi dalam setiap perubahan teknologi yang ada sehingga dapat 

menerapkan E-Goverment untuk pemerintahan yang lebih baik lagi. 

Inovasi Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri adalah alat yang digunakan 

oleh staf pelayanan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Musi Banyuasin dalam menjalankan pelayanan publik yang baik guna 

meningkatkan kualitas pelayanan dan menyelesaikan permasalahan baik secara 
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internal dan eksternal yang tertuang pada Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

2017 – 2022. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut yang menjadi 

fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah (1) Kuantitas dan Kualitas 

SDM, (2) Sarana dan Prasarana,  (3) Jaringan komunikasi dalam unsur layanan 

administrasi kependudukan (4) perlunya pemanfaatan teknologi informasi. Serta 

penerapan inovasi Mesin ADM sebagai alat dalam penelitian guna mengukur 

kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh staf pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. 

2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah bagaimana keadaan Tangibles (Bukti Fisik), 

Reliability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance 

(Pemenuhan Janji), dan Empathy (Empati) terhadap kualitas pelayanan publik 

Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin? 

3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis keadaan Tangibles (Bukti Fisik), Reliability 

(Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Pemenuhan Janji), 

dan Empathy (Empati) terhadap kualitas pelayanan publik Mesin Anjungan 

Dukcapil Mandiri pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Musi Banyuasin? 
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4.1 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan 

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang 

serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi 

masukan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik untuk mempersiapakan diri terjun 

ke dalam dunia masyarakat dan bahan evaluasi bagi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.
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